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BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

JI. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 13 November 2024

Nomor : 220/PM.00.02/K.SU-30/11/2024

Sifat : Biasa

Lampiran -

Hal : Imbauan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum
Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
3. Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017
tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota.



B.

h. Surat Edaran Bawaslu Rl Nomor 103 Tahun 2024 Tentang ldentifikasi Potensi Kerawanan Dan

Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun
2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang
Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Pematangsiantar Tahun 2024

Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan
pencegahan Pelanggaran, Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dengan ini
menyampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar
hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a PKPU 13 Tahun
2024 dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

2. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion,
alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.

3. Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
daya tampung tempat pelaksanaan.

4. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:

a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil
walikota.

5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan
tembusan disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan
wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi:

bentuk kegiatan;

maksud dan tujuan;

a

b

c. tempat dan waktu;

d. nama pembicara dan tema materi;

e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan

f. penanggung jawab.

8. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di
lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU dan peraturan perundang-

undangan terkait.
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; pada pasal 187 ayat (1) Setiap orang
yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama
3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota

Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim

Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan kegiatan kampanye

Rapat Umum untuk mematuhi peraturan dan ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
AT AN

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

KPU Kota Pematangsiantar

kasih..
Tembusan:

1.

2.

3. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pematangsiantar


https://jdih.bawaslu.go.id/                                                                         Bawaslu Kota Pematangsiantar


	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-...
	b. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W...
	c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
	d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
	e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
	f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
	g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
	h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walik...
	i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
	j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024



